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ABSTRAK

Undang-Undong Mowmor 32 Tabun 2004 watang Pemersintahan Doerah merupakon susly instniment peraadangs
urdanpan yang menpaur tentang penyclenpgarazn Pemarintah Doeah di Indonesiz berdnzarkon osos Otonomi
[azran yong dilaksanakan secars luas, nysis den bertanggung Jawab. Permasalahan Penegakan Peraturan Daesal
di Keta Padeng yang cilaksanakon oleh Soivan Polisi Pameag Praja Kats Padang dengan kewenangon vang sz
padenyn dalem menegokkan Peruturon Dacral, Pelaksinaon kewennngan Sziwon Polisi Pomong Projs dulorm
melaksinakan Peratiran Oazrah meerupakan hal yong menarik unuk dicelicl karcse merupakan bagion dari
penegakan nukum dan merdpakan suote peoses aling mempengaruhi ol peronray perwndang-undsngan,
pencgak hukum dan magyarnkal. Hamun dalam peloksanaannya sngat sulil unluk dicopai dan dilepakkon vong
dikarenakan berbapai fakior sepenti aturan dalam perundonp-undangan it sendin, oporsl pencgak ukem, sarana!
Masilitas, dan masyarakal, Adopun yong menjadi perumusan masslah delam penulisan ini odalah 1) bagaimanakoh
pelikeznaen Feruturan Daerah Momor 4 Tahun 2007 tentenp Koteetlban Umum dan Kelentruman Mosyzmkol dan
2} Ara 3zja hambotan dan solusi dalam melaksanakan Peraturan Desroh Momar 4 Tohon 2007 fenigng Keleriban
Umumn dan Ketentraman Masyareksl i Kata Pedang. Pendekaton yenp digunabken adalah pendekaten yuridis
sasiolagis, yaitw penelitian yang menpggunzkan medods pendekalan terhadap mosslah denpan melihar horma-narms
hukum yang berliu kemudian dihubonphkon dengan fakte-fulkds hukum yang terd=pal dilapangan, Berdasarkan
hnsil penelisian dopot diketzhui babwa 1) Pelasksanazn kewenonpan Polisi Pomong Prajs Koz Palag dalam
melaksanakan Pemiuran Dasrah Momor 4 Tohan 2007 dapat kit |ihat dalam hol mecertibkan don menladok warga
masyarakar atay bedan hekom yang menpennppy ketsnraman dan ketertiban umum o lingkungan Ko Pacdang,
melavukan pemesiksasn terhadap warpa masyaraket atmu baden hukum yanp melakukan pelangparss anas
fermturan Daerah dan Keputusan Kepals Daerah di Kot Padang, melakukan tindakan prefentif maupun represil
nen yuglisiol Leriwcep wargs masyarakal sau badan hukum yong melakukan pelangparan atns Perabuszn Daerah
dar Keputusan Kepala Doerah di Ko Padang ) Fakior-fakter yomg dopst menghombas penepakkon suztu
Feraturan Demb adalah © o) aturan dalam perausan il ssodind, B) aparat penepak Peraturn Dasrh, )} sarmna dan
prasaring, d} masyarakat it sendid, hal ind depat o tangpufangi denpan perataan kalembapeon bukum, )
peningiatan sumber deya manusiz yang berkualitas, ) peningkatan saruaa dan prasacen serta kesejahieraan npara:
peragok hukum fixa hal inl di peruhi meka bukan tidak mengkin Samnn Polisi Pamarg Praja Kot Padng biss
menciptakan kondisi musyarakal yang terttb, aman dan memilikl penghargann terhodap hukum besera aparatinyga.
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BAB ]

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dimulainya perubahan (amandemen) pertama terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 sampal dengan perubahan
yang terakhir terhadap Undang-Undang Dasar 1943 pada wanggal 10 Agustus
2002, telah membawa perubahan yang besar dalam sistem kelataneparaan
Tndonesia, Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18
Apustus 2000, telah merubah isi dari bab VI tentang Pemerintah Dacrah yang
semnula hanya terdird dari 1 (satu) Pasal menjadi 3 (tiga) Pasal, vaitu Pasal 18,
Pasal 18A, dan Pasal 188",

Drlam Pasal 18 . ayat (2) Undang-Undang Dasar Megara Republik
Indonesia Tehun 1945, Menyatakan Bahwa Pemerintab Daerah Provinsi, Daerah
Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendin uresan pemenniahannya
menurul asas otoncml dan rugas _pe;t_‘:hauruani. Dalam mengamr dan mengumnisi
sendirl wnisan pemerintabannya, pq_.m:.,nntman dserah tidak boleh bertentangmn
denpan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, mengingat Megara
Indonesia itu suaty eerheidssiaar. Dengan kdta lain, pemerintah daerah diberikan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri wusan rumah tangganya tanpa

adzanya campur tanpan dagd pemerintah pusat, namun tetap berada dalam kerangka

' Lihat Posal 18, Pasal 18 A dan Pasel LB B Undang-Undang Desar Negara Republik
indonesia Tahun 1945,

* Lihat Pasal 18 ayat (2} Undang-Undang Dasar Megara Republik Indanesia Tahen 1945,

* Lihat Penjelnsan Fasal 18 Undanp-Undong Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945,



Megara Kesatuan Republik Indonesia dan juga merupakan penugasan yang
berasal dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melakukan tugas tertentu,
Tunas tersebut berupa pelaksanaan dari asas desentralisasi dan tegas permbanluan
dalam ranpka penyelenggaraan olanomi dasrah.

Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberkan kepada sesualu
Pemerintzh daerab, dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelengparaan funpsi
—funpsi  pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan {service),
pemberdayasn  (empewerment) dan pembangunan (development), Dalam fungsi
pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat
Artinya bahwa siapapun dalam masyarakat itu harus mendapat perlakuan yang
sama, tidak memandang apakah dia kaya atau biasa, harus mendapat perlakuan
yang samsa. Dalam fungsi pemberdayaan, terkandung twjuan untuk menciptakan
masyarakal mandiri, dan dalam fungsi pembangunan terkandung tujuan untuk
rmenciptakan kesejahteraan rakyat’.

Selanjulnya dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah
memilid kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan  peraturan-
peraturan lainnya untuk melaksanakan Dtﬂ;lﬁmf dan tupas pembantuan, yang
merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam rangka penyelenpgaraan
pemerintahan © dacrah, yanp  dimaksud  untuk  mengembangkan  dan

menyelangparakan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  kepentinpgan  umum.

* Albert Hasibuan, Otosomi Daerah Peluang dan Tontongan, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarin : 1995, hlm, 31,



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan  hasil analisis terhadap data-data vang telah  diperoleh

dileprngen, maka diperaleh kesimpulan sebapai berikut ¢

T

Pelaksanaan  kewenangan  Polisi Pamong  Praja Kota Padang  dalam
melaksanakan Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2007 terdapat berbagai rinta
ngan dan permasalahan yang harus sepers di benahi, diantargnva dalam hal
menertibkan dan menindak warpga mesvarakat ataw badan hukun yang
mengpangeu Ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kota Padang,
disinyalir terdapat berbagai pelanggarmn baik vang dilakukan cleh aparat i
sendiri maupun masyarakat kota padang, hendaknya bagi aparat satuan polisi
pamong praja perlu dilakukan berbegai penyuluhan hukum apar dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya dapat bertindak lehih prefesional, dan
kepada masyarakat perlu dilakukan sosialisasi peraturan dacrah yang lebih giat
lagi agar tercipta suasana tzat dan sadar hukum ditengah-tengah masyarakat.

Faktor-fakior yang dapat menghambat penegakan suamu Pemturan Daersh
adalah: a) aturan dalam Peraturan ity sendiri yang terkadang dirasakan oleh
sehapgian masyarakat kota dinilai hanya menguntungkan sebagian pihak saja
tanpa mengindahkan kondisi masyarakal kaum kelas bawah, b) aparat penepak
Peraturan Tlaerah yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas karna

dilapangan masih ada pengakuan dari pedapang kaki lima vang mengatakan.
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